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» KOMISIONER LEMBAGA PERSAINGAN USAHA 2018-2023

KPPU Jangan Kalah Cepat

Sembilan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) periode 2018—2023 akhirnya resmi
dilantik oleh Presiden Jokowi.

David Eka Issetiabudi, M.G. Noviarizal Fernandez
& Amanda K. Wardhani
redaksi@bisnis.com

imik wajah berbeda
dari para komisi-
oner tampak jelas
menjelang pelantik-
an kemarin (2/5).
Ada ketegangan,
semringah, dan juga raut wajah
cair terpantul dari wajah-wajah para
penggawa lembaga persaingan usaha
tersebut.

Pengangkatan Komisioner KPPU
tersebut sesuai dengan Keputusan Pre-
siden Republik Indonesia Nomor 81/P
Tahun 2018 tentang Pemberhentian
Dengan Hormat anggota KPPU periode
2012—2018 dan Pengangkatan Keangg-
gotaan KPPU periode 2018—2023.

Untuk pertama kalinya dalam se-
jarah sejak KPPU berdiri, pelantikan
angkatan keempat ini digelar di Istana
Negara. Tentu menimbulkan rasa yang
berbeda.

“Dalam sejarah berdirinya KPPU, ini
angkatan keempat yang baru dilantik
oleh Presiden Republik Indonesia. Ini
sejarah bagi KPPU dan menunjukkan
penghargaan negara terhadap eksisten-
si KPPU,” ungkap Chandra Setiawan
seusai pelantikan di Istana Negara.

Hal ini juga diamini oleh Ketua
KPPU periode 2012—2018 Muham-
mad Syarkawi Rauf. Pada tahun-tahun
sebelumnya, komisioner belum pernah
dilantik di Istana Negara.

Namun, hal ini bisa saja diartikan
kalau pemerintah dalam hal ini Kepa-
la Negara mempunyai atensi kepada
Komisi, khususnya terhadap keber-
langsungan penyelenggaraan persaing-
an usaha yang sehat.

Posisi strategis KPPU kini semakin
dilihat. Di sisi lain, sejumlah tan-
tangan pengawasan persaingan usaha
tentu ikut bertambah.

Terkait dengan payung hukum per-
saingan usaha saja, misalnya, saat ini
masih mengandalkan Undang-Undang
No0.5/1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. Padahal, zaman semakin beru-

» Setelah sembilan komisio-
ner dilantik, sejumlah peker-
jaan rumah yang menumpuk
sudah menungqu.

bah yang diiringi dengan doktrin persa-
ingan usaha yang tidak kalah dinamis.

Maka tak heran setelah resmi
diangkat menjadi pengawas persaing-
an usaha, para komisioner ini harus
langsung ‘ngebut’.

Bagi pelaku usaha, komisioner baru
KPPU ini bisa menjadi agen perubah-
an, terutama untuk UU No.5/1999.

“Sebuah peraturan dibuat harus da-
lam upaya membina, bukan membina-
sakan atau mematikan iklim investa-
si,” ujar Dana Girindrawardana, Ketua
Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang
Kebijakan Publik.

Salah satu yang harus diubah, kata
dia, terkait dengan kewenangan pe-
nyidikan, penuntutan, dan pengadilan
yang selama ini melekat pada KPPU
karena hal itu melabrak sistem keta-
tanegaraan yang berlaku di Indonesia.

“KPK saja tidak memiliki kewe-
nangan mengadili sebagaimana KPPU
dan hal ini ada di dalam UU, bukan
diskresi para komisioner,” jelasnya.

Selain itu, juga soal denda mak-
simal 30% dari omzet bagi pelaku
bisnis yang terbukti melanggar kaidah
persaingan usaha yang sehat.

Besaran denda tersebut dinilai
terlampau tinggi dan akan menjadi
bagian yang mematikan bagi bebera-
pa industri. Hampir tidak mungkin
sebuah perusahaan, termasuk retail
perbankan atau industri padat karya
lainnya bisa bertahan jika harus mem-
bayar denda sebesar itu.

Program liniensi atau whistleblower
(WB) atau justice collabolator (JC)
dengan memberi keringanan hukum-
an bagi pelaku usaha yang kooperatif
selama periode pemeriksaan juga
menjadi catatan yang harus didefini-
sikan secara cermat karena bisa me-
nimbulkan implikasi negatif di masa
mendatang.

“Dunia swasta rentan nasibnya,
beda dengan di instansi pemerintah,
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BEBEEE R
Sumber: Dari berbagai sumber, diolah

di mana JC atau WB bisa disembu-
nyikan identitasnya dan dilindungi
oleh UU. Di swasta, JC atau WB
harus benar-benar terdefinisi dengan
baik karena jika identitasnya ketahu-
an, maka karier seseorang atau suatu
perusahaan akan terhambat, baik di
industri yang sama atau di industri
yang lain,” tutur Dana.

PRIORITAS

Ada beberapa hal yang akan menja-
di prioritas komisioner dalam mene-
tapkan visi dan misi kerja ke depan.
Pertama, soal sinergi dan kerja sama
dengan kementerian dan lembaga
yang terkait dengan beragam isu, khu-
susnya, soal ketahanan pangan.

Oleh karenanya, Komisi akan me-
rumuskan panduan (guide line) bagi
pengusaha yang diharapkan dapat
menjadi acuan bagi mereka untuk
menjunjung tinggi persaingan usaha
yang sehat.

Menurut Chandra, kepengurusan
yang baru ini akan berusaha mengu-
bah citra organisasi yang selama ini
sering kali ditakuti oleh pengusaha.

“Yang terpenting kita berusaha agar
[urusan] persaingan usaha ini bukan
sesuatu yang menakutkan,” ujarnya.

Kedua, soal kelembagaan KPPU.
Komisioner KPPU Dinni Melanie
menyebutkan bahwa pihaknya akan
meneruskan agenda amendemen
UU No.5/1999, yang salah satunya

P SIDANG LANJUTAN

mengamanatkan mengenai penguatan
kelembagaan KPPU.

Penguatan kelembagaan yang di-
maksud, meliputi penguatan penyeli-
dikan, status lembaga yang memiliki
persamaan seperti Kementerian/Lemba-
ga, dan lainnya.

Merujuk draf amendemen yang di-
terbitkan DPR, pasal penguatan KPPU
sudah banyak disinggung.

“Pastinya kita inginnya amendemen
UU No. 5/1999 bisa diselesaikan se-
gera, tahun ini. Jadi dengan amende-
men itu, diharapkan kerja KPPU lebih
optimal,” Kkatanya.

Ketiga, Komisi wajib cepat bera-
daptasi dengan perubahan. Apalagi,
tantangan persaingan usaha sudah
tidak lagi memperhatikan wilayah.
Globalisasi dan perkembangan teknolo-
gi mengantar era e-commerce, financial
technology, dan platform bisnis lain
berubah.

Perubahan model bisnis tersebut
tentunya menuntut adanya perubahan
doktrin persaingan usaha.

Hal inilah yang coba diupayakan
para komisioner KPPU 2018—2023.

Komisioner KPPU Kurnia Toha
menyebutkan tantangan perubahan
teknologi yang begitu cepat tidak
menjadi alasan bagi Komisi untuk
tertinggal, kendati banyak kelemahan
Komisi untuk melihat celah persaing-
an usaha tidak sehat yang timbul dari
aktivitas model bisnis baru.

Chandra Setiawan

Komisioner KPPU

Investigator KPPU

Harry Agustanto

Pengusaha UMKM

di bidang produk
pembungkus untuk
keperluan perusahaan
alat musik multi
nasional yang juga
konsultan Hak Kekayaan
Intelektual.
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Kurnia menganggap hal itu tidak
bisa menjadi penghalang. Sementara
itu, amendemen beleid persaingan
usaha menjadi keniscayaan dan diha-
rapkan menjadi prioritas.

“Teori begitu cepat berubah, kita di-
pacu untuk mengikuti perubahan itu,
karena berpengaruh pada pola persa-
ingan. Melihat kemajuan teknologi ini,
tidak bisa dipungkiri, perubahan yang
ada merupakan dampak persaingan
usaha juga,” tambahnya.

Setelah sembilan komisioner di-
lantik, sejumlah pekerjaan rumah
yang menumpuk sudah menunggu.
Berbagai agenda menunggu, seperti,
pembahasan RUU Persaingan Usaha,
perkara persaingan usaha yang masih
berjalan, serta aktivitas sinergi dengan
kementerian dan lembaga lainnya.

Hanya saja, sebelum semuanya
dilakukan, para komisioner perlu
menyiapkan siapa yang akan menjadi
Ketua dan Wakil Ketua KPPU. Nan-
tinya, mekanisme pemilihan tersebut
ditentukan dari rapat internal sembilan
komisioner.

Ke depan, menurut Muhammad
Syarkawi Rauf, KPPU tetap harus
menyeimbangkan antara pencegah-
an dengan penegakan hukum yang
kuat. Prinsipnya, mencegah terjadinya
pelanggaran jauh lebih baik diban-
dingkan dengan menghukum tanpa
mengabaikan tindakan hukum bagi
mereka yang melanggar hukum.
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RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

TAHUN BUKU 2017

A. Pada:

Waktu
Tempat

Direksi PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk. (selanjutnya c.
disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham

Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

Hari/Tanggal : Senin/ 30 April 2018
: Pukul 13.21 s/d 14.48 WIB
: Ruang Auditorium, Gedung Manajemen Garuda Indonesia,

Sisanya sebesar 36.722.569 (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua

puluh dua ribu lima ratus enam puluh sembilan dolar Amerika) dari

Laba Bersih Tahun Buku 2017 akan menjadi Laba Ditahan atau

Retained Earning Perseroan.

2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk
mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.

Mata Acara Rapat Ketiga:
1. Menyetujui memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan

Terdakwa kasus suap pemberian izin lokasi
perkebunan di Kutai Kartanegara Rita Widyasari
(kiri) menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor,

rangan saksi.

Jakarta, Rabu (2/5). Sidang Bupati Kutai Kartanegara
nonaktif itu mengagendakan mendengarkan kete-

Antara/Rivan Awal Lingga

» MASUK PKPU

Sapta Reksa Utama

Yakin Bisa Bayar Utang

JAKARTA — PT Sapta Reksa
Utama optimistis bisa melunasi
utangnya sebesar Rp146 miliar
kepada 37 krediturnya dalam
masa penundaan kewajiban pem-
bayaran utang (PKPU).

Pengurus PKPU PT Sapta
Reksa Utama Muhamad Idris
mengatakan bahwa proyek
pengolahan gas di Kabupaten
Pasuruan-Madura yang dilakukan
oleh Husky CNOOC Madura Ltd.
sudah selesai.

Dengan demikian, jelasnya,
nilai kontrak sebesar US$70.000
dari proyek tersebut bisa diba-
yarkan kepada krediturnya.

“Itu yang bikin macet. Me-
mang kalau dibayar [oleh Hus-
ky CNOOC Madura Ltd.] akan
selesai [utang]. Tetapi, kan ada
aset lain milik debitur karena
ada proyek sedang dibangun
dan bisa dibayar ke kreditur.
Semoga tidak masuk pailit,”
ujarnya, Rabu (2/5).

Dia mengatakan bahwa utang
PT SRU Rp146 miliar itu terdiri
dari piutang dari kreditur konku-
ren Rp59 miliar, kreditur separatis

Rp84,63 miliar, dan pajak milik
kreditur preferen yaitu Direkto-
rat Jenderal Pajak, Kementerian
Keuangan Rp300 juta.

Kuasa hukum PT Sapta
Reksa Utama Turi Rihat Pan-
dapotan mengatakan, merujuk
pada proposal perdamaian, PT
Sapta Reksa Utama (SRU) saat
ini memegang tagihan piutang
yang telah di-invoice-kan dari
proyek pengerjaan olahan gas
di Kabupaten Pasuruan-Madura
kepada Husky CNOOC Madura
Ltd. dengan nilai kontrak sebesar
US$70.000.

Dia berharap agar tagihan pi-
utang itu bisa segera dilunasi
oleh Husky CNOOC Madura Ltd.
sehingga bisa digunakan untuk
membayar angsuran kepada para
rekanan kontraktor, cicilan bank,
dan pajak milik PT SUR.

Selain itu, papar Turi, kliennya
juga sedang menunggu dana
sebesar Rp3,75 miliar dari PT
Dimas Utama (dalam pailit).

“Memang ada proyek yang
sedang berjalan, dan SUR belum
menerima dana dari investor.

Kami memahami kondisi dari
para kreditur yang butuh ke-
pastian pembayaran, makanya
kami jelaskan sumber dana untuk
membayar tagihan di penawaran
proposal,” kata dia.

Dengan demikian, dia berharap
agar proposal perdamaian yang
akan diperbaiki sebelum voting
perdamaian pada 15 Mei 2018
bisa diterima oleh para kreditur.

Sebelumnya, PT SUR meng-
ajukan permohonan PKPU atas
dirinya sendiri dengan nomor per-
kara No. 166/Pdt.Sus-PKPU/2017/
PN.Niaga.Jkt.Pst. Pasalnya, peru-
sahaan yang bergerak di sektor
minyak dan gas itu memiliki
utang kepada 34 kreditur konku-
ren, 2 kreditur separatis, dan 1
kreditur preferen.

“Nanti dalam rencana pemba-
yaran utang, para kreditur sepa-
ratis terlebih dahulu dilakukan
[prioritas] karena memiliki aset
PT SUR dan dibayar secara ang-
suran sebanyak 10 tahun. Kalau
yang konkuren nanti selama 5
tahun pembayaran,” kata dia.
(Yanuarius Viodeogo)

Garuda City Center, Area Perkantoran Bandar Udara
Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten

Mata acara Rapat sebagai berikut:

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di
dalamnya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 serta
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah
dijalankan selama tahun buku 2017;

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun 2017;

Penetapan Tantiem Tahun Buku 2017 dan Remunerasi (Gaji/ Honorarium,
Fasilitas dan Tunjangan) Tahun Buku 2018 bagi Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;

Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan

1.

wN

Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan
peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka
pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option Plan

Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham;

4.
Perseroan Tahun Buku 2018;
5.
(MESOP);
6.
7.

Komisaris Utama

Komisaris

Komisaris Independen
|

Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor: PER-03/MBU/08/2017 Tentang Pedoman Kerja Sama BUMN.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat
sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS

: Helmi Imam Satriyono
: Puji Nur Handayani
: Hari Muhammad

DIREKS|

Direktur Utama
Direktur Keuangan

: lwan Joeniarto
: Insan Nur Cahyo

Direktur Human Capital&

Corporate Affairs
Direktur Line Operation

: Asep Kurnia
: Rahmat Hanafi

Direktur Bisnis & Base

Operation/Direktur Independen

: Tazar Marta Kurniawan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 25.533.115.800 saham atau setara dengan
90,43% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang

besaran Tantiem bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2017 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan
tertulis dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham
Pengendali;

2. Menyetujui memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran gaji/honorarium,
tunjangan dan fasilitas bagi anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun 2018 dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis
dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham
Pengendali.

Mata Acara Rapat Keempat:

1. Menyetujui menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny &
Rekan (Deloitte) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku 2018.

2. Memberikan kuasa dan melimpahkan kewenangan kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi KAP tersebut, serta menetapkan KAP pengganti
dalam hal KAP Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) karena sebab apapun
tidak dapat melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk
Tahun Buku 2018, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan
persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

Mata Acara Kelima Rapat:

Menyetujui Pelimpahan Kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan
untuk melaksanakan Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan
dalam rangka pelaksanaan Program Management and Employee Stock Option
Plan (MESOP) dengan terlebih dahulu mendapat arahan tertulis dari
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. selaku Pemegang Saham Pengendali.

Mata Acara Rapat Ketujuh:

Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) No. PER-04/MBU/09/2017 tanggal 13 September 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara

No, PER-03/MBU/08/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik
egara.

G. Dalam Rapat telah dilaporkan kepada pemegang saham:

Mata Acara Rapat Keenam:
Laporan Penggunaan Dana Penawaran Umum Saham

Selanjutnya sehubungan dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah
memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen dari Laba Bersih Tahun Buku
2017 Perseroan sebesar USD 10.189.270 (sepuluh juta seratus delapan puluh
sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dolar Amerika), sebelum pajak, yang akan
dibagikan kepada 28.233.511.500 saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan
Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2017 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen

saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat untuk | No Keterangan Tanggal
seluruh mata acara Rapat. 1."[- Pengumuman jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai final
i i i berikut: di surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional,
E. Mekanisme pengambllan keputusan dalam Rapat adalah sebagai be”kl_n' situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. 3 Mei 2018
Keputusan Rapat dilakukan (jengan cara‘musyaw_arah untuk mufakat, apabila 7. |- Tanggal pencatatan pemegang saham yang berhak atas dividen
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara. tunai final ("Recording Date") 14 Mei 2018
Keputusan Rapat hasil pemungutan suara adalah sebagai berikut: 3. |- Pengumuman Kurs Konversi (Dengan menggunakan Kurs Tengah
- - - - Bank Indonesia) di situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan | 14 Mei 2018
Mata Acara Setuju Tidak setuju Abstain —
4. |- Pasar reguler dan negosiasi:
MataAcara| | 25.533.115.800 suara atau 100 % 0 suara 0 suara « Cum Dividen 8 Mei 2018
Mata Acara Il | 25.533.115.800 suara atau 100 % 0 suara 0 suara 3 .F’E:a?l'\rlljdnear;- 9 Mei 2018
Mata Acara Ill | 25.533.115.800 suara atau 100 % 0 suara 0 suara "1 Cum Dividen 14 Mei 2018
MataAcara IV | 25429979600 suaraatau | 103.136.200suara| 0 suara « Ex Dividen 15 Mei 2018
99,60% atau 0,40% 6. |- Pembayaran dividen tunai final 30 Mei 2018
Mata Acara V 25.509.587.800 suara atau 18.392.400 suara | 5.135.600 suara Tata Cara Pembagian Divi
gian Dividen
9991% atau 0.07% atau 0,02% 1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya
Mata Acara VIl | 25.533.115.800 suara atau 100 % 0suara 0suara tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording

F. Keputusan Rapat atas mata acara Rapat telah disetujui pada pokoknya adalah
sebagai berikut:

Mata Acara Rapat Pertama:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017
termasuk didalamnya Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
selama Tahun Buku 2017 serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan
untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2017 yang telah diaudit
oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eny & Rekan (Deloitte) sebagaimana
termuat dalam laporannya, Nomor GA118 0055 GMF ALH tertanggal 20 Februari
2018 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" dan dengan
demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(volledig acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama
Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan
pidana dan/atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan
yang berlaku dan tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kedua:

Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2017
yang tercatat sebesar USD 50.946.349 (lima puluh juta sembilan ratus
empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan dolar Amerika)
sebagai berikut:

1.

a.

Cadangan modal sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal yang
ditempatkan atau setara dengan USD 43.803.131 (empat puluh tiga
juta delapan ratus tiga ribu seratus tiga puluh satu dolar Amerika)
yang kekurangannya sejumlah USD 40.345.101 (empat puluh juta
tiga ratus empat puluh lima ribu seratus satu dolar Amerika) akan
ditempatkan secara bertahap dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.
dengan demikian mulai tahun 2018 akan dilakukan penyisihan

cadangan modal sebesar USD 4.034.510 (empat juta tiga puluh empat

ribu lima ratus sepuluh dolar Amerika) dari laba bersih tahun 2017.
Sebesar USD 10.189.270 (sepuluh juta seratus delapan puluh sembilan
ribu dua ratus tujuh puluh dolar Amerika) dari Laba Bersih Tahun
Buku 2017 ditetapkan sebagai Dividen Tunai untuk Tahun Buku 2017;

date pada tanggal 14 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub
rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan
perdagangan tanggal 14 Mei 2018

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif
KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan
didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian
pada tanggal 30 Mei 2018. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan
oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank
Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan
bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan
kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening
Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan
akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong
dari jumliah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang
bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang
berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib
Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro
Administrasi Efek/ BAE PT Datindo Entrycom ("BAE") dengan alamat
JI. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 14 Mei 2018
pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang
dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif
PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang
pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-
1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan
Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI,
tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan
dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Kota Tangerang, 3 Mei 2018
Direksi Perseroan
PT GARUDA MAINTENANCE FACILITY AERO ASIA Tbk.




